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EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015

ABSTRAK

Muhammad Fadli

Kata Kunci«: Evaluasi, Kebijakan Pemilihan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menilaihasil, pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2015 yang di sanding kan dengan standar yakni Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum™ serta Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan,
dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator pada
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
yakni penyelenggaraan pada penjabaran program dan melaksanakan anggaran
serta menetapkan jadwal, membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya,melaksanakan  sosialisasi pemilihan ‘gubernur,bupati/walikota yang
berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat, memutakhirkan
data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di siapkan an si serahkan oleh
pemerintah dengan memperhatikan data pemilu pada pemilihan gubernur,bupati
dan/walikota terakhir dan menetapkannya, sebagai'data pemilih tetap,menetapkan
dan mengumumkan rekapitulasi  hasil - penghitungan - suara pemilihan
gubernur,bupati dan/walikota. serangkaian kegiatan yang menjadi tugas Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada penjabaran Program dan
melaksanakan anggaran.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang
mengacu pada rumusan-masalah bahwa data dan informasi yang di peroleh di
kumpulkan melalui berbagai. survay yang mana juga di jadikan dasar untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan setiap tndikator penelitian. Pengumpulan
data selain di lakukan melalui survay juga di peroleh melalui wawancara terhadap
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir. Dengan
pengumpulan data melalui observasi dan interaksi langsung di harapakan
penilaian terkait pelaksanaan tugas komisi pemilihan umum dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah kabupaten rokan hilir tahun 2015
memuat data Rill serat memiliki nilai kebenaran hingga proses pembandingan Das
sain dan Das sollen dapat berjalan sebagaimana ketetapannya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis yang bersumber dari

hal ini dapat
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berbangsa dan menggunakan

(pada demokrasi dan pemilu di Indonesia:2012).

Sistem demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan Negara sebagai upaya untuk

mewujudkan kedaulatan Rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk
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dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sistem demokrasi dianggap sebagai
sistem yang paling sempurna dan paling baik serta sangat diharapkan dapat

terrealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada suatu negara yang
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untuk memilih
kegiatan pemerinta
mulai dari tingkat pus
untuk menentukan orang“@rang akyat dalam menjalankan roda
pemerintahan.

Pemilihan Umum yang bebas dan adil (free and fair) dalam Negara yang
menganut faham demokrasi adalah suatu keharusan. Sistem politik apapun yang
diterapkan dalam suatu negara, pemilihan umum digunakan sebagai klaim demokrasi
atas sistem yang dibangunnya, baik itu sistem liberal, sistem otoriter atau semi otoriter

maupun yang lainnya semuanya telah melakukan pemilihan umum secara periodik.
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Pemilihan Umum (pemilu) sangat penting dalam kehidupan suatu Negara karena
dua alasan, yakni : pertama melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik

melakukan transfer kekuasaan secara damai karena pemerintah/penguasa perlu diganti
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pelanggaran dalam pemilu harus dihindari agar semangat dan jiwa demokrasi tidak
ternodai.

Kekurangan dan kelebihan dari demokrasi yang ada di Indonesia memberikan
sumbangsih terhadap kemajuan system demokrasi Indonesia. Perubahan-perubahan

yang terjadi seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman juga membawa



pergeseran pemikiran tentang perundang -undangan yang berlaku di Indonesia seperti
undang-undang tentang otonomi daerah. Otonomi daerah paska berlakunya undang-
undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengalami perubahan
menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.telah memberikan semangat bagi
daerah untuk tumbuh dan berkembang bahkan sekarang di berlakukan menjadi
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. otonomi daerah
merupakan salah™ satu kesempatan bagi daerah untuk menunjukan kekuatan dan
berbeda saat sentralisasi berlangsung. Sesuai dengan amanat Undang- Undang dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diberlakukannya Undang- Undang nomor
12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah bagaimana pemerintahan daerah yang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan  untuk®™ mempercepat  terwujudnya, y kesejahteraan  masyarakat.
Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 yang
dipilih secara langsung oleh rakyat dan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah (Pilkada), hal ini didukung oleh semangat otonomi daerah tahun
1999.

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor
6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang didalamnya terdapat pula pengawas pemilihan
umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang bertugas

menjalankan fungsi penyelenggaraan ketika pemilihan umum akan berlangsung
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,tengah berlangsung ketika pemilihan umum usai dilaksanakan atau paska pemilihan
umum sesuai dengan Undang — undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan

pemilihan umum.

2. KPU harus memiliki da ara data pemilih seluruh Indonesia
yaitu berupa data pemilih yang meliputi Informasi nama, umur/tanggal
lahir, status perkawinan, status anggota TNI/Polri,masih hidup dan
alamat mutakhir (bukan hanya data agregat).

3. Proses pemutakhiran data pemilih yang di lakukan KPU Kabupaten/kota

menggunakan data yang ada dalam server masing-masing.



4. Sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website di lakukan secara
distributif, artinya KPU pusat memiliki data pemilih seluruh Indonnesia,
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memiliki data pemilih masing-masing
wilayah kerjanya.

5. Di tingkat Provinsi dan Kab/kota di perlukan operator data sebagai pusat
pengolahan data tingkat-KPU Provinsi dan Kab/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan
penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Mengumumkan sebanyak : 426.513
jiwa. Yang di umumkan pada tanggal 10 s/d 19 September 2015 setelah itu KPU
Kabupaten Rokan Hilir memberi kesemptan kepada masyarakat untuk mencermati
DPS, dan Menunggu masukan dan tanggapan masyarakat di mulai.sejak di umumkan
sampai dengan 19 september 2015. Masyarakat namanya tidak terdaftar atau tidak
sesuai dengan data yang ada di~DPS dapat mengisi formulir Model AA.KWK dan
menyerahkan kembali kepada PPS, masyarakat di minta proaktif mencermati DPS
yang di umumkan di kantor Desa/Kelurahan. Mengingat KPU memginginkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) yang akan di tetapkan di KPU Kabupaten Rokan Hilir tanggal 1
s/d 2 Oktober 2015 benar-benar akurat tidak ‘ada lagi ganda ganda,anomaly, apalagi
data fiktif sehngga tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Daftar Pemilih
Sementara di tetapkan dengan jumlah laki-laki 218.007, jumlah perempuan 208.506,
dan di temukan jumlah nihil jenis kelamin 50 pemilih total : 426.613.

Tabel Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2015.



No. Nama Jumlah | Jumlah Pemilih
Kecamatan Desa/Kel TPS Laki- | perempuan | jumlah ket
laki
1 Bagan 34 266 48.103 46.314 94.417 | Nihil
Sinembah
2 | Bangko 15 195 28.435 | 27.143 55.578 | Jenis
3 | Bangko Pusako 16 124 20.393 |19.246 39.639 Kelamin
4 | Batu Hampar 5 18 3.510 3.275 6.785
5 | Kubu 10 51 8.353 7.782 16.135
6 | Kubu 11 44 8.247 7.203 15477
Babusalam
7 | Palika i 87 12,403 |13/548 25.951
8 | Pekaitan 10 38 5.436 4.949 10.385
9 | Pujud 28 153 22403 | 21.871 44.759
10 | Rantau kopar 4 16 2.376 VA 4.633
11 | Rimbo 12 81 14.003 | 14.003 28.757
melintang
12 | Simpang kanan~"| 6 61 9.007 9.007 18.645 45
13 | Sinaboi 5 83 5.576 5.576 11.668
14 | Tanah Putih 16 128 21.003 . QE2N00S 42.829 2
15 | Tanah putih | 5 27 5.299 5.299 10.905
TI.M
Total 179 1.321 218.007 | 208.506 426.513 | 50

Sumber Data KPU Kab.Rokan Hilir juli 2017

Selain di umumkan di kantor desa/kelurahan DPS juga di luncurkan secara

online. Fasilitas ini di sediakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengecek

keberadaan dirinya dalam DPS. Masyarakat tinggal membuka portal kpu www.pu.id di

dalamnya ada menu DPS Pilkada 2015 masyarakat tinggal masukkan nama dan alamat

sesuai KTP. Setelah itu akan muncul nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan

lokasi TPS. DPS online merupakan ikhtiar KPU untuk mensosialisasikan DPS secara

masif kepada pemilih sehingga daftar pemilih semakin berkualitas.

Sikap proaktif mencermati DPS juga harus di tunjukkan oleh pengurus partai

politik di tingkat kecamatan untuk mecermati dan meneliti satu persatu DPS tersebut.




KPU Kabupaten Rokan Hilir menyerahkan softcopy DPS kepada pengurus parpol di
tingkat kecamatan. Parpol di persilahkan untuk mecermati, menelaah dan mengkritisi.
Setelah pemberian masukkan dan tanggapan dari masyarakat, petugas setiap jenjang
akan melakukan koreksi jika memamng benar masih terdapat masyarakat yang berhak
memilih tetapi belum masuk DPS atau data yang tidak akurat dalam DPS sebelum di
tetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT)-oleh KPU Kabupaten.

Tabel Daftar Pemilih. Tetap (DPT) pada Pemilihan ‘Umum Kepala Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

No | Nama Kecamatan.| Jumlah | Jumlah Pemilih
Desa/Kel | TPS  [aki-laki | Perempuan Jumlah

1 | Bagan sinembah 34 266 44.885 43.418 88.303
2 | Bangko 15 195 27.681 20,511 54.192
3 | Bangko pusako 16 124 19°27L 18.167 37.444
4 | Batu hampar 3 18 3. 3.069 6.346
5 |[Kubu 10 51 8.659 8.175 16.835
6 | Kubu babussalam 11 44 7.949 7.445 15.394
7 | Pasir limau kapas 7 87 11,842 11.274 22.116
8 | Pekaitan 10 38 5.086 4.547 9.633
9 |[Pujud 23 153 21.203 20.147 41.350
10 | Rantau kopar 4 16 2.309 2.180 4.489
11 | Rimba melintang L% 81 14.084 13.394 27.478
12 | Simpang kanan 6 61 8.174 7.076 15.880
13 | Sinaboi 5 33 5.287 4.845 10.132
14 | Tanah putih 16 128 20.386 19.569 39.955
15 [Tanah putih Tj. |5 27 4.881 4.679 9.560

Melawan

Total 179 1.321 201.980 [194.977 399.957

Sumber Data KPU Kab. Rokan Hilir juli 2017
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Tingkat partisipasi pemilih hasil rekapitulasi penghitungan suara dapat di
ketahui pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2015 adalah sebagai berikut;

- Partisipas

- Tidak m

Suara sah pa . I '_ asenya Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Da

i
No. A58 ' : ara S Jumlah Persentase
Urut

1

2

3

Penyelenggaraan yang dilakukan Komis ilihan umum tidak hanya terfokus pada
tingkat Kabupaten/Kota semata, namun bagaimana penyelenggaraan pada masa
pemilihan umum kepala daerah juga dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan,

Panitia Pengawas Lapangan dan segenap organ yang bertugas melakukan pengawasan

pada proses pemilihan umum kepala daerah guna menciptakan sebuah pemilihan umum
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yang ideal dan berkualitas sebagaimana yang tertuang pada pasal 10 UU No. 15 Tahun
2011. Melakukan segenap penyelenggaraan dalam pemuktahiran data pemilih,

melaksanakan kampanye pada tingkat kabupaten/kota, mengawasi perhitungan suara

dari tingkat Tempat Per auan terhadap hasil
pungutan s hasil
pemungutan suara ap | i undang dan

tentu saja me egenap | jkat “ya inggi hingga
pengesahan pen
Pemerintah No. : 2008 atas perubahz erintah No. 6
Tahun 2005). Pe diri sebagaimana
di sebutkan dala 6 Tahun 2005
Tentang Pemilihan, pengesahan pe 3 2N gpala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah'ya i VZ: apa a pe : an umum.

Sebagai C : 105 ayat 14 yang

berbunyi:

pemilihan adalah sarana pelaksanaan ke rakyat di wilayah provinsi dan/atau
kabupaten /kota berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil daerah.

2). Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang di bentuk oleh DPRD yang

melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
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Dalam rangkaian pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak akan
terlepas dari adanya pemilihan, pemilih, penyelenggaraan pemilihan umum Kepala

Daerah dan Wakil Daerah. Dengan demikian di harapkan dapat menciptakan

memimpin seg enting adanya

pengawasan tid at yang tengah
sakit dan mas dalam rumah
tahanan pun harus.c asi dalé ja : i § rnakan terdapat

peluang jual beli sua

Undang-Undang No

umum yakni;

KPU PROVINSI

\'4
KPU KABUPATEN/KOTA
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12

Q o ‘:v"" ilihan bupati/walikota
L\

Membentukan PPK,PPS da

Merencanakan pro

wilayah kerjanya

Melaksanakan  sosialisasi ~ penyelenggaraan  pemilihan  gubernur,
bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota
kepada masyarakat

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di

siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu
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dan atau pemilihan gubernur, bupati/walikota terakhir dan menetapkan nya
sebagai daftar pemilih tetap

5. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

yang jelas
guna memba ﬂ el n tugasnya
sebagaimana y 1-‘ 2008 tentang

Keberadaa i Pe ' : a pada Demokrasi
sekarang ini pe berikan sedikit
Nuansa tersendiri. a terlihat dalam
pemilihan umum K abupa ROK3 ) menjadi Tugas KPU

&

seperti:

2. Kurang maksimalnya pelaksanaan pada saat kampanye.

3. Lemahnya pelaksanaan oleh KPUD dalam pemungutan dan penghitungan
suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.

4. Kurangnya koordinasi antara Panwaslu DKPP,KPU dan Kepolisian terkait

tindak lanjuti pelanggaran pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015.
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Berdasarkan fenomena-fenomena di atas menjadi gambaran
bahwasanyapelaksanaan tugas Komisi pemilihan umum belum mencapai tingkat

kemaksimalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pemilihan

“EVALUASI P A ¢ Ki PE M DALAM

PENYELENGG AE ABUPATEN
ROKAN HILIR
B. Rumusan

Berdasarkan dari lata y ada akang masalah

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2015.
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b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Komisi

Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
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BAB Il
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR
A. Studi Kepustakaan 1.

Teori Demokrasi

a. Teori Negara Hukum

Perkembangan teori Negara hukum di duniassudah di mulai sejak zaman

erasal pada masa
Romawi se ie,op.cit, halaman
11) pada masa nani seperti Plato

dan Ariestotele ah yang baik hanya di

Berdasarkan pemikiran filosof dalam suatu demokrasi di anggap merupakan
sebuah jalan yang menjurus pada kebenaran hukum yang dapat di tuangkan dalam

16
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagai mana sebuah pemerintahan yang Legal
menjadi satu-satunya pemerintahan yang dapat di gunakan dengan pertimbangan
keteraturan kehidupan dan tata pemerintahan. Dari data Badan Pusat Statistik
(BPS) di tahun 1980, jumlah penduduk indonesia mencapai 179,32 juta jiwa
dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 5.193.252 Km2 dengan demkian
indonesia adalah Negara terbesar di Dunia.(Azam Awang, Riak politik Legislatif
Riau:101). Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tentu
saja memberikan warna pertumbuhan “arus Demokrasi seiring dengan kompleks
nya bermacam dan jenis suku dan bangsa yang terdapat pada satu negara kesatuan
Republik Indonesia dengan segenap kebutuhan pelayanan public.Kondisi yang
demikian tentu tidak mungkin setiap pelayanan public dapat di selesaikan di
pusat.Guna mencukupi permintaan masyarakat di daerah-pemerintah memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri sesual .denngan azas otonom dan tetap mempertahan kan kedudukan
pemerintah sebagal sentaral/dari-segala pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan hal yang di atas dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 18 di nyatakan”pembagian daerah indonesia terditi atas daerah besar dan
kecil dengan membentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-
undang dengan memandang hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa”. Oleh sebab itu maka selain terdapat alat-alat kelengkapan pemerintah

maka terdapat pula alat-alat kelengkapan daerah yang masih di pertimbangkan.
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Negara Indonesia mengenal pemilihan umum pertama kali pada tahun
1995 dengan dasar undang-undang nomor 7 tahun 1953 dengan sistem
proporsional daftar terbuka dengan penyelenggara pemilihan umum pertama
merupakan panitia pemilihan Indonesia yang di tunjuk oleh presiden. Dalam

pemilihan umum yang _pertama kali di lakukan pada tahun 1995 sudah mulai

sistem pem , ANC al ‘daftar tertutup.
Penyelengga : A num  pada ] ang terjadi di

Indonesia te eh LPL di oleh presiden dan

tahun 1969 dan Undang-undang 1980 untuk pertama kalinya penyelenggara

pemilihan umum adalah panitia pengawas yang di singkat dengan panwas serta LPU
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yang di bentuk oleh presiden serta pelanggaran yang sama dengan pemilu yang
sebelumnya yakni pemilihan umum tahun 1997.

Pada tahun 1999 pertama kalinya Negara Indonesia memiliki panitia pemilihan
umum yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan dasar penyelenggaraan
Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 dengan sistem proporsional dengan daftar
tertutup dengan penyelenggara pemilinan-umum Yyaitu komisi. pemilihan umum
(KPU) dan panitia pengawas pemilinan umum (panwas) dengan penetapan KPU
dari presiden serta jenis pelanggran' 'yaitu-pelanggaran pidana. Pada taun 2004
Negara indonesia kembali melakukan pemilihan umum dengan dasar Undang-
Undang yang di gunakan yakni Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 dan Undang-
Undang 2003 nomor 23 sistem pemilihan umum pada tahun 2004 vyaitu
proporsioanal daftar terbuka bagi DPR (dewan perwakilan rakyat). DPRD (dewan
perwakilan rakyat daerah) distrik perwakilan banyak atau yang Kini yang di sebut
DPD. Pelanggaran yang terjadi pada tahun 2004 meliputi pelanggaran
pidana,pelanggaran -~ Administratif,pelanggaran.— peselisinan ~ hasil yang sama
kronologi kejadiannya dengan pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2009
(peraturan perundangan undangan pemilthan umum yang di olah :jenedjri
M.Gaffar,Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia).

Pemilihan umum padatahun. 1955 merupakan pemilihan satu-satunya
pemilihan umum yang di laksanakan pada masa orde lama,sistem yang di gunakan
pada tahun 1955 pemilihan umum proporsional terbuka sebagaimana di atur dalam

Undang-undang 1953 Nomor 7 pasal 66. Pada saat itu penyelenggara pemilihan
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umum bersifat Nasional yaitu panitia pemilihan Indonesia dengan masa jabatan
yakni empat tahun. Namun panitia pemilihan umum yang terdapat pada tingkat
kabupaten/kota, panitia pemungutan suara dan panitia pendaftaran pemilih tidak
bersifat tetap, di sisi lain walaupun pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan

yang mengambil keputusan mandiri namun pembentukannya tetap di lakukan oleh

mengatur tents anggara a ] pelanggaran pidana

dengan meké ta 0a erwens ena itu pelanggaran

pidana pemil

eksekutif.

c. Penetapan terhadap intra-struktur melalui Undang-Undang Nomor 3

tahun 1975 jo. Undang-Undang tahun 1985 ( Undang-Undang partai



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

21
politik dan golkar ) dan Undang-Undang Nomor tahun 1985 (
Undang-Undang keormasan ) yang melahirkan sistem kepartaian
hegemonik.

d. Sangat dominanannya peranan politik ABRI ( kini berubah menjadi

TNI dan POLRI ), sehingga melalaui konsep dan fungsinya mereka

politik

sasi massa,

Penyele . a | , a'menjadi materi
yang di a dakan pidana
pemilihan acara pidana.

pelanggaran

administratif, dan perselisi ¥ nismenya dan

Demokrasi maka harus ada jaminan yang menyatakan bahwa pemilu sebagai
mekanisme demokrasi berjalan sesuai dengan kaidah rule of law dan demokrasi.

Dan jika terjadi pelanggaran maka di selesakan secara hukum, MK memiliki
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kewenangan menyelasaikan secara hukum pada tingkat Nasional (1.D.G.
Palguna . mahkamah konstitusi dalam transisi Demokrasi Indonesia ).
Sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada

MK adalah kewenangan judical review, khususnya pengujian konstitusional
Undang-Undang selain itu terdapat pula kewenangan yang di berikan kepada
mahkamah konstitusi yaitu memutuskan PHPU. Pengaturan yang demikian akan di
jumpai pada pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dengan cakupan pemilihan
umum DPR, Anggota DPD, anggota DPRD, serta pemilihan umum presiden dan
wakil presiden. Dalam . .perkembangannya " terdapat pula perluasan cakupan
pemilihan umum yang juga meliputi pemilihan umum Kepala Daerah.

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang
menjadi landasan penyelenggaraan. pemilthan umum kepala daerah tidak
mnyebutkan secara eksplisit bahwa pemilihan umum kepala daerah di lakukan
langsung oleh rakyat, namun_penjelasan yang langsung tentang hal yang
bersangkutan akan di temui pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 angka
4,dengan pertimbangan antara lain-karena-Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003
tentang susuna dan kedudukan MPR,DPR,DPD, dan DPRD. menyatakan bahwa
DPRD tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak
menyebutkan dan tidak menyatakan secara langsung bahwa pemilihan umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah di lakukan lansung oleh rakyat namun tidak

di tempat kan sebagai bagian dari pemilihan umum namun merupakan bagian dari
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rezim pemerintahan daerah. Hal demikian dapat di lihat dari tiga aspek yaitu
(dalam Demokrasi dan pemilu di Indonesia ): pertama istilah yang di gunakan
bukan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah namun melainkan
pemilihan kepala daerah, kedua penyelenggaraan tidak di laksanakan oleh
penyelenggara yang bersifat tetap dan mandiri melainkan yang di selenggarakan
olen KPUD yang bertanggung kepada DPRD, ketiga penyelesaian perselisihan
hasil menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) bukan Mahkamah Konstitusi
(MK). Salah satu keputusan \yang-menjadi-dasar perkembangan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah adalah keputusan MK Nomor 072-073/PUU-
[1/2004. Di dalam putusan ini MK menyatakan secara formal pembentukan
Undang-Undang menentukan rezim pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah lansung (Pilkada) memang bukan merupakan-rezim pemilu. Sekalipun
demikian secara subtantif pilkada adalah pemilu sehingga penyelenggaraannya
harus memenuhi azas-azas konstitusional pemilihan umum. Putusan ini
mempengaruhi  pembentukan ~Undang-Undangy yang selanjutnya melakukan
pergeseran pemilukada menjadi bagian dari pemilu Undang-Undang Nomor 22
tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu datang pemerintah daerah, Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

2. Teori Kepartaian dan Pemilihan Umum
Azas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara megetahui

siapakah yang menjadi pemimpin pada tiap bangsa merupakan hal penting yang
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wajib di ketahui, di negara yang sistem demokrasi kekuasaan rakyat merupakan
kedaulatan yang di junjung tinggi menandakan ini sebagai suatu keniscayaan
menganggap suara rakyat adalah kedaulatan tertinggi.

1) Masa Yunani kuno dan Romawi kuno

Istilah kedaulatan rakyat sudah di kenal pada sejak abad ke 1V sebelum
: ; ang berarti rakyat dan

‘ :
!@ 0‘ asa yunani

anya pelepasan
an kaum plebeia
(rakyat jelata) sehingga . an se 3 mana terdapat

perwakilan antara d N da atl pem yang mulanya hanya di

negara dan hukum. Plato-kant).
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2) Abad ke V-abad ke XV (abad pertengahan)

Berjalannya abad pertengahan memberikan kesempatan kepada gustinus
untuk melakukan perubahan dengan ajaran kedaulatan tuhan, dalam paham

Agustinus mengembalikan segala sesuatu kepada tuhan dengan asumsi segala yang

terjadi yang merupakan kehendak tuhan,selanjut muncul paham Marselius (1270-

d

“ ah manusia.
asumsikan sudah
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4) Abad ke XIX sampai dengan saat ini

Pada abad ini sudah mulai terbentuk nya partai-partai politik yang
merupakan referentif rakyat yang memicu berkembang Demokrasi Modern.
Secara harafiah kata Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.

Robert Dahl (dalam prof. Abdul Azed. SH. MH pemilu dan partai politik di

indonesia:17) mengatakan demokrasi adalah responsif hanya terjadi jika paling

sedikit kepada delap jaminan terhadap de

Mau pun modern. Almond dan Powel engatakan kebudayaan sistem politik
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juga berada pada masyarakat Eskimo dengan kehidupan yang sederhana. Sebuah
perkembangan zaman membawa pemikiran tersebut dalam sistem Demokrasi dengan
segenap kelemahan dan kelebihan nya yang di lanjut kan dengan kemunculan
pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi yang menggambarkan Keadilan sosial

bagi segenap masyaraka
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Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua hal yang tidak terlepas dari
demokrasi. Keduanya merupakan perwujudan dari demokrasi dimana rakyat dapat
berpartisipasi dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan ikut serta dalam
pemilihan umum. Yang memilih wakilnya yang dapat mengakomodasikan kepentingan
dengan cara memilih partai politik. (Pemilu dan partai politik di indonesia:V).
Demikian pula dengan adanya pemilihan-umum di Indonesia, pemilihan umum yang
pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1955 yang melakukan pemilihan umum
anggota Dewan. Lebih jauh dapat:di‘lthat karena-alat pemerintahan terdapat di daerah
atau di likal akibat munculnya prinsip Desentralisasi maka keberadaannya sekin
penting. Di sisi lain arti penting dari keberadaan alat pemerintahan di daerah juga di
tentukan oleh di spesifikasi yang di miliki oleh tiap-tiap daerah dengan ragamnya antara
lain juga seperti kekayaan alam yang di miliki daerah atau-lokal kedua adanya posisi
geografis. Di lihat spesifikasi di atas maka dalam praktik pemerintahan dan politik lokal
selalu menjadi bahan pertimbangan dalam suksesi kepemimpinan daerah. Secara umum
hal demikian selalu di kaitkan dengan kepentingan-umum sehingga menuntut seorang
kepala daerah untuk juga berwawasan nasional guna menjunjung kepentingan Nasional
yang mana meletakkan kepentingan Nasional di atas kepentingan Individu yang mana
sesuai dengan Undang-Undang ‘Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah yang menuntut-15 peint persyaratan formal bagi calon kepala
daerah. Dengan latar yang demikian maka pemilihan kepala daerah pada setiap
pemillihan di Provinsi selalu menaikkan “suhu politik” bahkan hingga terjadi sengketa

politik antar calon kepala daerah yang turut serta dalam pemilihan.
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Provinsi Riau dalam kancah pemerintahan dalam pada cakupan politik lokal
merupakan Provinsi yang di pertimbang kan atas pertimbangan kaitan di atas yang
mana merupakan Sponsor pembangunan Ekonomi Indonesia, Riau bersama Kalimantan
timur merupakan Donatur atas pembangunan ekonomi Indonesia sebagai produsen
terbesar minyak bumi di Indonesia dengan Angka 50 % dari produksi nasional Riau
dapat di katakan sebagai penyandang dana utama pembangunan Nasional. Dewasa ini
dari APBN sejumlah 55,5 triliyun, 12 % adalah sumbangan Provinsi Riau dari hasil
migas dan penggaliannya di Provinsi Riau (Azam-Awang Riak politik Legislatif Riau).
Dalam pada itu di luar dari sumbangan minyak bumi yang di berikan Riau juga menjadi
pusat perusahaan pabrik pulp (bubur kertas) dan kertas yang terbesar di asia tenggara
dengan kapasitas masing-masing 300.000 dan 340.000 ton pertahun. Ada pula
penghasilan kayu dan minyak kelapa sawit yang terkandung.dalam bumi Riau. Atas
latar belakang yang demikian maka menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu
munculnya konflik politik yang terjadi di riau dalam cakupan kekuasaan baik legislatif
maupun pemiliha kepala daerah/~Terdapat pula_preyek yang di kenal dengan sijori
(singapore,johor,Riau). menjadi pemancing atas penampilan provinsi Riau yang
gemilang.

3. Teori Pemerintahan
Kehidupan bermasyarakat dengan adanya pemerintahan akan menjadi sebuah garis-

garis besar keselarasan dalam bermasyarakat. Bagaimana masyarakat dapat terorganisir
dan dapat di layani segala sesuatu kebutuhannya dalam cakupan pelayanan publik.

Pemerintah dapat di defenisikan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam mencapai
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fungsi-fungsinya guna mencapai tujuan Negara. Defenisi yang demekian di buat
berdasarkan pendekatan Normatif.

Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan
koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam
hubungan pusat dan daerah, antar lembaga, serta antara yang memerintah dan yang di
perintah. Mengatakan.-pemerintah sebagai suatu seni merupakan hal yang wajar karena
keluasaan dalam menggerakkan organisasi merupakan sebuah kaeharusan guna
menghindari organisasi yang Kkaku.: Juga kemampuan, menciptakan, mengkarsakan
sebuah sistem dalam organisasi yang tentunya saling berkaitan antar subsistemnya.

Dalam du ‘contract social ( jean jacques rousseau ) mengatakan bahwa
kepemilikan legislatif adalah milik Rakyat yang dapat di miliki secara umum namun
kekuasaan eksekutif bukan lah milik umum, memberikan.legalitas kepada lembaga
legislatif merupakan tindakan aspirasi yang di tuangkan dalam penunjukkan perwakilan
mayoritas pada sebuah kelompok orang tertentu untuk dapat melakukan hal-hal terbaik
sebagai bagian Negara hukum/tselanjutnya terdapat, lembaga Eksekutif yang di
amanahkan untuk menjalankan pemerintah dengan konsep hukum vyang telah di
amanahkan dari Legislatif namun kedudukan bukanlah milik.umum. Hanya dia yang
eksekutif saja yang memiliki-hak atas urusan pemerintahan dalam tindakan kongkrit
dengan kepemilikan yang absolut. Dari. berbagai persepsi mengenai pemerintahan
terdapat pemikiran-pemikiran para ahli pemerintahan tentang bagaimanakah

pemerintahan yang telah di beri kekuasaan untuk memegang kepentingan umum.
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Menurut C.F.Strong (Modern political constitution), pemerintah harus memiliki

kekuatan militer, Legilatif dan keuangan. Di samping strong juga di pahami oleh
Montesquieu (Trias politica) yaitu berupa kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sedangkan menurut Drs. Musenaf IImu Pemerintahan dapat di defenisikan sebagai

berikut:

yang terbaik
elidiki secara

pengawasan

IImu yang di terapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti

yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat
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menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode
bekerja yang secepat-cepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Berdasarkan hal yang demikian jika di kaitkan dengan konsep permasalahan
yang di kaji oleh penulis yakni bagaimana Badan Pengawas pemilihan umum menjadi
suatu instansi yang memiliki hubungan-hubungan dengan instansi lain contohnya
Komisi Pemilihan Umum Riau yang di-dalam cakupannya merupakan Desentralisasi
dari sebagian dari sebagian penyelenggara pemilihan umum yang terdapat di Provinsi
yang merupakan bagian dari Bawaslu-Pusat.

Azas umum pemerintahan yang baik berarti berdasarkan pada pedoman, prinsip,
sedangkan azas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah dasar-dasar yang patut
di ketahui dalam menjalankan pelaksanaan hukum pemerintahan daerah (syarifin,
Pemerintahan Daerah di Indonesia:87).

Dalam ketetapan pasal 1 angka 6 UU no 28 tahun 1999 menyatakan:
Azas umum pemerintahan negara yang baik adalah azas yang menjunjung tinggi

norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan
yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:
Azas umum pemerintahan yang baik pertama kali di kenalkan oleh Komidi de Monchy
di Negeri Belanda. Yang dikatakan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi Rakyat
terhadap Pemerintahan Istilah azas-azas pemerintahan yang baik merupakan terjemahan
dari istilah algemence van behororlijk bestur yang tertuang dalam jurisprudensi hakim

Administrasi dan hakim-hakim umun. Azas umum pemerintahan yang baik adalah:
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1. Azas kejujuran (fair play)
2. Azas kecermatan (zorgvuldigheid)
3. Azas kemurnian dalam tujuan (zuiverhaid dan oomerk)
4. Azas keseimbangan (evenwichtigheid)

. Azas kepastian hukum (rechts zakerheid).(Amrah Muslim, 1986:140)

Prinsip-prinsip
1. Akuntab

Transparans

3. Keterbuka

1.
2. Taat Hukum
3. Transparansi

4. Responsif
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5. Berorientasi kesepakatan
6. Kesepakatan

7. Kesetaraan

8. Efektif dan efisien

Akuntabilitas

tersebut tidak ; : ak tergantung dari

dewan akan tetay pada presiden. Mereka ialah dantu presiden.

negara Indonesia dis ) erapan azaz keahlian atau
sendi  keahlian ini
(mentri) kemudian azas kedaerahan berarti pelimpahan kewenangan kepada instansi-
instansi yang berada di daerah-daerah yang berada jauh dari pusat yang merupakan

Desentralisasi dan Dekonsentrasi.
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Penciptaan hubungan yang saling selaras guna menciptakan tujuan Negara
Republik Indonesia yang berazaskan Demokrasi maka keberadaan pengawas dalam
pemilihan umum akan mewujudkan pemilihan umum yang ideal dan berkualitas.
Sebagaimana penyelenggara pemilihan umum dapat menjalankan tugas-tugasnya

sesuai dengan amanah

pemerintah s

Perencana emerintah - terha ingan masyarakat,
tergantung ole
filsafat politik

g memberikan

kebebasan cuk menumbuhkan

Memimpin atau bahkan mengrusi segala urusan masyarakatnya filsafat politik

tradisional mendasari orientasi hal ini. Hal tersebut berkaitan dengan pandangan
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bahwa pemerintah memegang mandat mengusahakan kepentingan masyrakat secara
kesulurhan, dan harus mengusahakan keadilan dengan tetap memperhatikan
kepentingan golongan lemah (Kedudukan Ekonominya).

Atau dapat diambil pula pendapat dari Prof. DR.U.Rusental mendefenisikan

ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti study tentang kinerja Internal dan

n tersendiri
dan juga me Cipts
ana menjadi

kompetensi , yang dalam

NAEY

At
;

D
D

o
S
=
D
>
D
5
=4
3]
c

i)
c
=

kehidupan mo
sebagai fungsi
provinsi, kabu

kedapa semua

®
2
w
@
3
Q
2
3
=
>

lImu peme

terbatas pada
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Dari berbagai defenisi Pemerintahan beserta fungsinya tersebut maka akan
menimbulkan sebuah pemahaman dimana Negara melalui Pemerintahannya akan
memberikan pelayana Publik yang akan mewujudkan segala kebutuhan yang

dibutuhkan oleh masyarakatnya yang baik dalam kebutuhan untuk masyarakat

Wakil Ra

kedudukan jale gas-tug 3 emperjuangkan
kehidupan masyare K etis s n pemili pala Daerah juga
tidak dapat di sebagi bagian

dari badan yan

Menurut Drs.Inu  Kencana Syafiie (dalam Ilmu Pemerintahan,2007:168)

kebijakan (POLICY) berbeda dengan kebijaksanan (WISDOME) karena kebijakan
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adalah perintah atasan, sedangka kebijaksanaan perubahan peraturan yang sudah di
tetapkan oleh atasan sesuai keadaan situasi dan kondisi.

Menurut Koryati (2007:7) kebijakan secara umum dapat di katakan sebagai

rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah

publik, yang mempunyai Tujuan, rencana dan program yang akan di laksanakan secara

jelas.
inti dari
kebijakan p i . ervensi terhadap
kehidupan pu f ingkat ke la at yang di nilai dari
ketersediaan su
Selanjutnya asarka e o g enurut  Andarson
(dalam Koryati engemukakan ba -H : _: adalah pengembangan yang
akan di lakukan ol ansi pemerintahan dz a atnya se ijakan tersebut
dapat di katakan
a. Kebijak merupakan
b )la pejabat pemerintah
c kukan pemerintah dan

saja
d. Kebijakan pemerintah besifat positif dalam arti merupakan keputusan

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
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e. Kebijakan pemerintah dalam arti positif di dasarkan kepada peraturan
perUndangan-Undangan yang bersifat memaksa (Otoriter).
Menurut friedrick (dalam Syafiie 1997:25) kebijakan pemerintah adalah
suatu usulan tindakan seseorang kalangan pemerintah atau pada suatu lingkungan

mengenai tantangan atau_hambatan yang dapat di atasi.dan.manfaat suatu kebijakan

untuk dapat di re \ ofs an kebijaka ‘ eh Johes (dalam

O
c
>
>
N
o
o
o
-‘

= 2

N
~
9

4) apu ‘ : ‘ mperoleh tujuan,
membuat dan mnye

5) K (effe atu ya atas suatu program dalam

Kebijakan memiliki arti keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang

di buat oleh policy maker untuk menjawab permasalahan. Bagaimana kebijakan
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tertulis seperti berbrntuk Undang-Undang yang terdapat pada kalangan
pemerintahan dengan hakikat menjawab permasalah.

Karena Kkebijkan di buat guna menjawab setiap permasalahn nya tanpa
meninggalkan atau menciptakan masalah baru. Sebuah kebijakan dapat di katakan
efektif jika tersebut dap

at menjawab pertanyaan. Bagaimana sebuah kebijakan

dapat dilakukan e i putuskan dalam
kurun w. kebijakan
kurang d Perkuliahan
Kebijakan P

Berikut beb

a. Formulas

di buat oleh

dapat di mulai

b. Implementasi Kebijakan
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Implementasi merupakan proses penerapan kebijakan oleh unsur pemerintah
untuk menjawab permasalahan. Menurut Edwar terdapat empat cara melihat
efektifitasnya suatu kebijakan yaitu:
1) Komunikasi

2) Sumber daya

Evaluas
yang telah d

penilaian Ke

permasalahan yang sedang di hadapt.

5. Teori Tugas
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Menurut Noun (2011:232) Tugas adalah sebuah hal yang wajib di kerjakan
atau yang di tentunkan untuk di lakukan berupa tanggung jawab seorang agar
melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.

Berdasarkan teori tugas tersebut dapat di lihat bahwasanya tiap-tiap subjek

memiliki tanggung jawabh yang harus di jalankan guna_mencapai tujuan bersama

sebagai salah sé I i'manu apai tugas
juga merup : an dalam suatu
organisasi yang liha aatkan dan hasil

pelaksanaan

Evaluasi sang

bagaimana te ' - : SES ilaian terhadap

pelaksanaan T ngaw 3 abupaten Rokan Hilir

pada Pemilihan
Menurut

Ndaraha (dalam ndaraha 2003:202 ga model Evaluasi yaitu:

1. Model Before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah

suatu tindakan (perlakuan,treadment) tolak ukurnya adalah befor.
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2. Model Das sollen-das sain, yaitu perbandingan antara yang
seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukur adalah Das sollen.
3. Model kelompok kontrol-kelompok tes, yaitu perbandingan antara
kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (di beri perlakuan). Tolak

ukurnya adalah kelompok control.

Rokan Hilir
Model dé Jan das sollen eharusnya dengan
senyatanya de

1. ata da ""‘ eberapa standar da elumnya terhadap

6.1 Tindakan Korektif

6.2 Feedback
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Selain menurut pendapat tersebut terdapat pula beberapa teori yang dapat

memperkuat Evaluasi yakni menurut Winarno (2007:226) menjelaskan bahwa

Evaluasi di lakukan karena tidak semua kebijakan publik gagal meraih maksud atau
sebaliknya.

Dari pernyataan di atas penulis melihat bahwasanya kebijakan publik atau

Masyarakat
menimbulkan masa : a di : lamuin bagaimana
kebijakan dap

Masih me
memiliki tahapan atau langk Kah ya japat an agar dapat berjalan

secara sistematis

2. Analisis terhadap masalah

3. Deskripsi dan standar kegiatan
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4. Mengukur terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang di amati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Evaluasi di la karena memiliki tujuanseperti di jelaskan oleh

@. dari pada
’

m ur dampak

Menurut unn (2003 | eberapa kriteria
rekomendasi
kebijakan ters

1. ektivita dengan apakah suatu alternatif

Kecukupan (adequa aan dengan seberapa jauh suatu
tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan,nilai,atau kesempatan

yang menumbuhkan masalah
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4. Perataan (equity) erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosila
serta menuju pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-
kelompok dalam masyarakat
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan seberapa jauh suatu

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,prefensi, atau nilai-nilai

4) Adanya tindakan korektif atau perbaikan

Bahwa dalam melakukan proses penilaian atau evaluasi ada alat ukur

yang berupa Das sain menetapkan KPUD Kabupaten Rokan Hilir sebagai
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ruang lingkup, melakukan pengukuran dengan membandingkan antar das sain
dan das sollen lalu memberikan saran ataupun masukan guna memberikan
sumbangsih fikiran melalui karya tulis ini.

Setelah mempelajari dan menganalisis dari berbagai teori mengenai
konsep penelitian g

guna menyatukan pandangan.dalam penulisan karya

gubernur,

Kabupaten/kota

> 5
<=

Derdasal Kd “- 0
,&-} 6? data pemilu dan atau
<o

enetapakan nya sebagai

5. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

pemilihan gubernur, bupati dan atau walikota
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B. Kerangka Pikir

Tugas 5 Menjalankan UU No. 15 Tahun 2011 pasal 10 tentang
penyelenggaraan pemilihan umum

PerKPU No.03 Tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan
umum,komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen
pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum pemilihan

Evaluasi

Seharusnya:

1. Merencanakan
pemilihan bupati/

2. Membentuk P

wilayah kerjan aksanaan oleh KPUD
iran data dan daftar

PU No.4 Tahun 2015)
akasanaan oleh KPUD

ye (perKPU No.7 Tahun

3. mensosialisasi
gubernur,

berkaitan denga
kepada masyarak

4. Memutakhirkan o

o
ada supervisi yang dapat
piod kekurangan

kependudukan yan
oleh pemerintah d

pemilu  dan

hasil penghitungan suara pemilihan g
bupati dan atau walikota

v
A
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C. Konsep Operasional
Konsep operasional yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:
1. Evaluasi dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan
Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Rokan Hilir Tahu

3.
analisis hasilnya pe
4. Penelitian elaksanaan Tugas
Komisi Pemilihan epala Daerah
5. Standar adalah te : S yang di anggap
memiliki nilai tetap U . g penyelenggaraan

pemilihan umum

bentuk peristiwa, maupun yang'b
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D. Operasional Variabel
Tabel 11.1 : Konsep Operasional Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan
Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2015

Konsep Variabel Indikator Item penilaian Skala
Tugas adalah |Evaluasi Melaksanakan |1. merencanakan Ordinal
sebuah hal |Pelaksanaan Tugas | tahapan program,anggaran dan
yang Wajib |Komisi Pemilihan penyelenggara |jadwal pemilihan
di kerjakan |Umum Daerah an pemilihan  |bupati/walikota (perKPU
atau yang di  |Dalam umum. di No.2 tahun 2015)
tentukan Penyelenggaraan wilayah 2.'pembentukan PPK,PPS,
untuk di|Pemilihan Kepala Kabupaten dan KPPS (perKPU No.3 .
lakukan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015) Ordinal
berupa Rokan Hilir Tahun | (Undang- 3. melaksanakan sosialisasi
tanggung 2015 Undang penyelenggaraan
jawab Nomor 15 pemilihan
seseorang tahun 2011 gubernur,bupati/walikotad | Ordinal
agar pasal 3) pra an/ yang berkaitan dengan
melakukan pemungutan tugas KPU Kabuapten/kota
sesuatu hasil kepada masyarakat
dalam penghitungan  |(perKPU No.5 tahun 2015)
jabatan suara 4. memutkhirkan data
tertentu pemilih berdasarkan data

kependudukan yang di

siapkan dan di serahkan .
oleh-pemerintah dengan Ordinal
memperhatikan data

pemilu dan/pemiihan
gubernur,bupati/walikotad

an menetapakan nya

sebagai daftar pemiih

(perKPU.No.4 tahun 2015)

5. menetapkan dan

mengumumkan

rekapitulasi hasil

penghitungan suara .
pemilihan gubernur,bupati Ordinal
/walikota

(perKPU No.11 tahun

2015)




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian yang di dalam karya tulis ilmiah ini adalah peneletian

pertanyaan, serta

iy disay yejepe il udwnyo(]

Rokan Hilir Kota Bagan Siapi-apl.

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir terletak di Kota
Bagan Siapi-api sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Dan KPU di sebut

Komisi pemilihan Umum. Karna KPU lembaga yang menyelenggarakan
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pemilihan umum di seluruh wilayah Kabupaten/kota terkhususnya di Kabupaten

Rokan Hilir.

C. Informent & Key. Informent

Bagan Siapi-ag ai sulk ia adi key informent

yakni komi isi Pe an | Hilir yakni Agus

Data y 'ﬂ i adalah Data
%
5. Data Prime '
Data yang '@ an )e secara lansung dari

<

sumbernya ataup Q Q ‘

data yang telah di tentu

Jan"penggunaan teknik pengambilan

L\

yang berkaitan dengan Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

6. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui berbagai bahan atau
literatur dan buku dan data yang di kumpulkan dari sejumlah data yang

tersedia secara tertulis seperti data mengenai gambaran umum kota bagan
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siapi-api, serta data data lain yang menurut penulis dapat melengkapi

penelitian ini sehingga menjadi penulisan penelitian ini menjadi lebih baik

atau optimal.

ini adalah

penelitian ini,

€\5

lisan penelitian

akukan melalui

tanae

Dokumen
Dokmen adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di
gunakan dimana dokumentasi berisikan data-data penting baik itu berbentuk
teoritis maupun data-data konkrit yang terdapat di lapangan sebagaimana data

yang di gunakan oleh objek maupun data yang di gunakan oleh peneliti. Hal
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demikian di perlukan guna untuk memperkuat hasil penelitian yang di

lakukan oleh penulis.

Pengamatan langsung

yang sesuai

serta di lak
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G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Evaluasi-Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Rokan Hilir tahun 2015.

Tahun 2016/Bulan

No| Kegiatan |e [k KET

o
D
©
@
©
o
©
<
(-
®

Persiapan
dan
penyusunan
UP
Bimbangan
UP

3 Seminar UP

4f Perbaikan
Pengurusan
UP
Penelitian
di lapangan
Bimbingan
skripsi
Revisi dan
8| pengesahan
skripsi

9| skripsi




BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2)  Sejarah Ringkas

Komisi Pemilihan Umum di Indonesia Merupakan sebuah lembaga yang di
bentuk sejak .masa ‘pemerintahan -Indonesia mengenal sistem Demokrasi.
Pemilihan umum yang terjadi di indonesia pertama kali yakni pada tahun 1955
dengan dasar Undang-Undang-“Nomor'*7~Tahun , 1953 sudah.menjadi bukti
bahwasanya pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955 sudah memiliki
lembaga yang bertugas penyelenggara pemilihan umum yang dalam pembentukan
nya di tunjuk langsung oleh Presiden sebagai Kepala Negara Indonesia juga
sebagai kepala pemerintahan (Janedri M. Gaffar : 158). Pada tahun 1998 negara
Indonesia dalam pemilihan umum ke-4 dan sudah di bentuk pada era reformasi
sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan sekarang menjadi Komisi Pemilihan
Umum dalam penyebutan di-Negara Indonesia;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik dan mengambil sumpah sebanyak
53 anggota KPU di 514 di kabupaten/kota di indonesia, salah satu nya di
Kabupaten Rokan Hilir. Mereka terdiri dari lima orang setiap Kabupaten/kota itu
menjabat sebagai anggota “KPU.pada masa periode 2012-2017. Untuk
Kabupaten/kota, lima orang anggota KPU di lantik oleh Ketua KPU, Juri
Ardiantoro sebagai Komisioner KPU RI sekarang menggantikan Husni Kamil
Manik yang sudah meninggal pada tanggal 7 juli 2016 dan Juri Ardiantoro
definitif menjadi Ketua KPU dari rapat pleno pada tanggal 18 juli 2016.

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini di laksanakan berdasarkan

56
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Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang pembentukan,pemberhentian dan
pergantian antar waktu KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia

Pemungutan suara,dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara.

c.  Gambaram Umum

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan.umum adalah bentuk penyempurnaan terhadap peraturan
yang lain ~'yang di maksud untuk lebih. meningkat kan fungsi
perencanaan,pelaksanaan dan penyelenggaraan serta evaluasi (Suharizal: 75) hal
yang demikian dapat di lihat pada bagian konsideran “menimbang”huruf c,d,e dan
f UU Nomor 22 Tahun2007 dalam undang-undang tersebut untuk pertama kalinya
terdapat undang-undang yang menyebutkan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagai pemilihan umum. Dalam undang-undang tersebut juga
menyebutkan bahwasanya pembentukan “panitia pemilihan yang meliputi
PPK,PPS,dan KPPS yang merupakan panitia penyelenggara pemilihan umum
yang bersifat ad” hoc. Dalam menjalankan tugas pengyelenggaraan Komisi
Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut KPU bertugas menyelenggarakan
pemilihan umum. Pada penelitian_ini berfokus pada pra pemungutan dan hasil
penghitungan suara UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 3. Dari teori yang di
gunakan dalam penelitian ini yakni perbandingan antara standar dan fakta maka
penulis hendak menyajikan tugas yang seharus nya di jalan kan oleh Komisi
Pemilihan Umum sebagai standar kendali.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan

berjalannya tugas penyelenggaraan pada pra pemungutan dan hasil penghitungan
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suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015
sebagai gambaran umum yakni;

Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota

ati dan Wakil

Bupati, bada tahapan,
program, d isi Pemilihan
Umum N dan Jadwal
Penyelenggara i > | ) ﬂ pati dan Wakil
Bupati, dan Wak =

Dalam penyelenggaraan pemi epala Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Panitia Pemilihan di
setiap wilayah kerjanya yakni PPK,PPS, dan KPPS.
a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Panitia pemilihan kecamatan di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk

menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
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Panitia pemungutan suara di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk

menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa/nama lain

Kelurahan.

ilihan Kepala
Daerah Kabu R0ke i li mé akan pelakasanaan

tugas dan ke um. Sosialisasi

Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat bertujuan untuk meningkat
kan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suara nya pada saat
pemungutan suara. Dalam tahapan ini tugas KPU sebagai penyelenggara mau tidak
mau harus menyosialisasikan setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah kepada masyarakat.
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2 Memutakhir kan Data Pemilih dan Data Kependudukan yang di Siapkan
dan di Serahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan

atau Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Terakhir dan Menetapkan nya

akan mungkin
terlepas dari ad 06 Tahun 2005
pasal 01 menyet

Pemilih adala

umum Kepala Daerah dan Waki aerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2015.
5. Menetapkan dan Mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum

melaksanakan tugas penyelenggaraan terkait menetapkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Dalam tahapan ini KPU
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menjalan kan tugas penyelenggaraan sesuai dengan Undang Undang yang telah di

tetapkan. Dari data yang di himpun ada PPK (Kecamatan Kubu) yang terlapa (lalai)

memasukkan sampul yang berisi formulir DA-KWK beserta lampirannya.

NOMOR

TANGGAL

LAMPIRA

HASAN BASRI,S.Ag r KASMER DAHLAN r SUPRIYANTO,SPi,M.si TAUFIK,SH \
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
Disivi Program,Perencana Divisi SDM dan Divisi Umum, Keuangan Divisi Hukum dan
an dan Data k Parmas k dan Logistik Pengawasan
\_ b, _J K>, )
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3. Fungsi dan Tugas Organisasi

a.

Fungsi KPU

b. Tugas KPU

Komisi Pemi rah ilir, selanjutnya di

MUy ettt 'e‘
jah_Kabupaen Rokan ‘

1.

Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan
bupati/walikota

Membentukan PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,
bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU

Kabupaten/kota kepada masyarakat
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4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di
siapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data

pemilu dan atau pemiihan gubernur, bupati/walikota terakhir dan

ngan suara

baik seseorang " aka ‘ las «dan panjang dalam

menganalisis setiap” permé : juga menjadi sebuah

guna menunjang pekerjaan kemudiannya.
2. Jenjang Pendidikan Informent
Jenjang pendidikan yang di miliki seseorang mau tidak mau memberikan
pengaruh terhadap prilaku sosial seseorang di mana akan menunjukkan adanya
nilai-nilai yang lebih tinggi pada setiap fase nya. Di mana Ketua KPU

Kabupaten Rokan Hilir berpendidikan Strata satu atau S1.
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Adapun Usia Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

Hilir berada pada rentan usia antara 34-43 tahun. Dalam ukuran tersebut

menunjuk kan angka produktif.dalam kategeri masa Dewasa menuju Tua (dr.

Muhammad :9). Dengan demikian dapat di simpul kan mereka yang Komisioner

KPU Rokan Hilir sudah memiliki'tingkat kematangan Usia dengan kondisi fisik

dapat di

katakan masih energik sehingga dapat

penyelenggaraan di Kabupaten Rokan Hilir dengan 15 Kecamatan.

Tabel 4.1 : DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI
NEGRI SIPILSEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017

menunjang segenap

Tempat Tanggal | Pendidikan | Tingkat Tingkat
No Nama Lahir Terakhir ljazah Jabatan
1 [ Andi Rahman Bagan Siapiapi/15-08- S.Sos il Kasubag Teknis/
1977 Plt.Sekretaris
2 | Kadirun Goti/11-10-1960 SMA SMA | Kasubag Umum
Harahap Keuangan dan
Logistik
3 | Endang Julia Bagan Siapiapi/18-07- S.Sos S1 Kasubag
Sudarno 1976 Program Dan
Data
4 | Roni Sasnita Sungai Alah/25-06- SH S1 Kasubag Hukum
1982
5 [Ibnu Sina Bagan Siapiapi/11-01- SE S1 Penyusun
1979 Laporan
Keuangan
6 | Romi Lukman Duri/01-01-1985 S.IP S1 Analis Pemilu
7 | Yuningsih Bagan Siapiapi/06-11- SE S1 Penelaah
1986 Pengelola
Keuangan
8 | Hendrizal.Z Pekanbaru/23-10-1979 D3 D3 Pengolah Bahan

pemutakhiran
Data
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Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan, aturan main_yang terdapat pada pemilihan

pelaksana B . egenar Ve pemilihan  umum
merupakan sem eWena ¢ a ; ah kan pada fungsi

Budgetting, tugas penye ra pel _:_ I egenap kegiatan yang

telah di tent

penyelenggara pemilihan umum.



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4) PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun, 1945 merupakan dasar
hukum tertinngi serta instrumen.utama bagi_pemerintah Indonesia. Selama 60 tahun

Undang-Undang ini membentuk pemerintah untuk terus membenah pada segenap
sektor pemerintahan serta menjadi dasar bagisstabilitas partai politik, kebebasan hak
azasi manusia, pertumbthan ekonomi dan kemajuan sosial. Sejak awal kemerdekaan
Negara Indonesia sudah menyandang sistem Desentralisasi salah satunya guna
membangun pemerintahan dengan tujuan akhir berupa pemberian pelayanan yang
prima dalam artian Efektif dan Efisien. Dengan munculnya Desentralisasi pemerintah
yang otomatis memberikan wewenang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangga nya sendiri dengan azas otonomi yang seluas luasnya termasuk di
dalam nya mengenai pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah‘berkedudukan sebagai
wakil pusat di daerah juga sebagai Kepala Daerah dalam wilayah yang di pimpinnya.
Pada Era Demokrasi pemilihan Kepala Daerah di lakukan secara langsung oleh
Rakyat, pemilihan Umum 1955 mengilhami pemilihan langsung kepala daerah yang
mana di dalamnya pemilihan tersebut memberikan arti bahwa seorang Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah memiliki legalitas dalam menjalankan pemerintahan di
daerah.

Pemilihan umum Kepala Daerah tidak terlepas dari adanya komponen-komponen
penting dalam pemilihan umum yakni adanya berbagai Stake Holder

66
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pemilihan umum berupa pemilih, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, legislatif,
eksekutif, penegak hukum, serta kehadiran Institusi khusus. Penyelenggara
pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2015 di Kabupaten Rokan Hilir
yakni KPUD, PANWASLU, dan DKPP. Dalam pemilihan umum penyelenggara

yang berwewenaang menyusun segenap serangkaian kegiatan pra pemungutan

10 UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

6) Meneliti persyaratan calon kepala daerah danwakil kepala daerah yang di

usul kan.
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pada tahapan ini KPU bertugas untuk melakukan penyelenggaraan bukan
hanya penyelenggaraan terkait persyaratan namun juga melakukan
penyelenggaraan pada Komisi Pemilihan Umum sehingga pemilihan umum

berjalan dengan sehat.

9. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat.
pat di lihat pada
I nyatakan
10.
yelenggarakan
kemenangan
akan peralatan
i jika menjabat
11.

Pemerintah No. 6 tahun 2005 pasal 65 tentang dana kampanye. KPU
memastikan harus memastikan tidak pasangan calon yang melanggar

ketentuan tersebut sehingga pasangan calon yang lolos sebagai pemenang
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pemilihan merupakan pasangan calon yang sehat tidak terkait KKN dalam

kepemimpinan nya kedepan akibat sumbangan pada masa pencalonan.

Dari segenap Stake Holder tersebut KPU memiliki peranan penting berupa
penyelenggaraan pada setiap unsur pemilihan umum. Posisi pelaksanaan dalam
pemilihan umum buke

anya menyelenggarakan pemilihan umum tetapi juga

Kabupaten

_|
D
w
0
=
)
>
c
S
—+
c
=

Evaluasi
menilai kerja |
5. Stands

Pemili

-&}' 1 2milihan Umum pasal
&

\\“'

10 menyebutkan;, . ‘ ‘

Melaksanakan tahapan p pemilu di wilayah kabupaten/kota
yang meliputi:
Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan

bupati/walikota
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Membentukan PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,
bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/kota kepada
masyarakat

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang di

Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2011 KPU, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum

Gubernur, Bupati, dan atau walikota.
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Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan
program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2015 yakni :

11. Program Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)

Sebelum pelaksanaan kegiatan setiap tahapan pada penyelenggaraan
pemilihan Kepala dan Wakil Kepala abupaten Rokan Hilir

Tahun : Roka 3 ‘ ke kerja sebagai

Nomor : 031/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang tahapan,
program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
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f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 063/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang petunjuk teknis sosialisasi dan
partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2015.

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

h. \ aten Rokan Hilir
Nomor : 041/Kpt / ' &4 s pencalonan

Bupati dan Wakil Bu )aten Roka ‘ encalonan yang di

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 061/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015, tentang pedoman teknis norma, standar,
prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
b. Bimbingan Teknis
Komisi Pemilihan  Umum. Kabupaten "Rokan. Hilir mengikuti
bimbingan teknis yang di laksanakan oleh KPU RI seperti bimbingan teknis
pemutkhiran data, bimbingan: teknis-pencalonan, bimbingan teknis kampanye,
bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara dan bimbingan teknis
rekapitulasi penghitungan suara. Secara berjenjang KPU Kabupaten Rokan Hilir
juga melaksanakan bimbingan teknis untuk PPK dan PPS.
Pelakasanaan tugas Komisi Pemilihan...Umum Daerah dalam
Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.
KPU merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati dan/ atau
Walikota, pada tahapan ini>peneliti melakukan wawancara untuk menghimpun
data. Bagaimana proses merencanakan program dan anggaran pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Dari
hasil wawancara kepada informent KPU dengan Taufik S.H sebagai Divisi
Hukum dan Pengawasan pada-hari.rabu tanggal 22 maret jam 10:15 Wib
mengenai penjabaran program,anggaran serta menetapakan jadwal pemilihan
Bupati/Walikota pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 “Komisi Pemilihan Umum Daerah
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Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan perencanaan program dan
anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Rokan Hilir dengan tahapan
persiapan dan penyelenggaraan dengan pedoman Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 dan perKPU Nomor : 02 Tahun 2015 tentang tahapan, program,
dan penetapan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik dengan
program yang Jelas dan pengangaran yang jelas-pula. Selanjut nya wawancara
dengan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 9.40 wib yaitu Hasan
Basri Divisi Program,Perencanaan dan data menyebutkan:“ bahwa KPUD
Kabupaten Rokan Hilir sudah melaksanakan program, anggaran dan jadwal
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2015 dan anggaran tersebut secara global berjumlah Rp.
11.618.838.000. dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan akreditasi
pemantau pemilihan, pencalonan, kamapanye,' penetapan dan pengumuman
pasangan calon terpilih pasca putusan mahakamah konstitusi,sengketa
perselisahan hasil pemilihan. Program anggaran Tahun 2015 terdiri dari :

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, program dan
peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU, program penguatan dan
kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Untuk melaksanakan
program tahun 2015 KPU Kabupaten Rokan Hilir menerima anggaran yang
tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tanggal 5 desember tahun

2014. Dan proses tahapan persiapan ini sudah terlaksana oleh KPUD
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Kabupaten Rokan Hilir pada perKPU No. 02 Tahun 2015 tentang tahapan

program,anggaran dan penetapan jadwal penyelenggaraan pemilihan
umum”.sumber rekaman penelitian 25 juli 2017

Menurut hasil dari wawancara dengan Komisioner KPUD Kabupaten

Rokan Hilir sudah jelas bahwa pelaksanaan program dan anggaran serta jadwal

KPPS dalam
wilayah Kabup 0ka da Kepala Daerah
dan Wakil

a) Pan

Umum independen aceh dan than Umum independen pemilihan
Kabupaten/Kota. pembentukan panitia pemilihan kecamatan di angkat dan di

berhentikan oleh KPU Kabupaten/kota, komposisi kenaggotaan PPK
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memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurang 30% (tiga puluh
persen) . dalam menjalankan tugas nya PPK di bantu oleh sekretariat yang di
pimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

b) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Panitia pemungutan suara berkedudukan di desa atau nama lain kelurahan

yang di mana PPS untuk menyelenggarakan pemilihan-umum di tingkat di desa
atau kelurahan, PPS di bentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 (enam)
bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan di bubarkan paling lambat 2 (dua)
bulan setelah pemungutan‘suara. Pasal 23 ayat (1)“Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum independen aceh dan
Komisi Pemilihan Umum independen pemilihan Kabupaten/Kota. Anggota PPS
sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari masyarakat memenuhi syarat
berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2011, anggota PPS di angkat oleh
KPU Kabupaten/kota atas usul Kepala Desa/Kelurahan, badan permusyawaratan
desa/ dewan kelurahan.

c) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Anggota KPPS di angkat dan di berhentikan oleh PPS atas nama Ketua

KPU Kabupaten/kota, pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib di
laporkan kepada ketua KPU Kabupaten/kota. . Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum independen

aceh dan Komisi Pemilihan Umum independen pemilihan Kabupaten/Kota.
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Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat

sekitar TPS yang memenuhi syarat Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Dari
hasil wawancara dengan informent KPU Taufik S.H Divisi Hukum dan

Pengawasan pada hari rabu tanggal 22 maret jam 10:15 wib mengenai proses

pembentukan PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerja Kabupaten Rokan Hilir

dan KPPS
undangan d

Pem i _:_; : dan panitia
Pemungutan Suara Uk . oaten Rokan Hilir

terdiri dari :

pemungutan suara yakni ;



Tabel jadwal Seleksi Pembentukan PPK dan PPS
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NO. JADWAL MULAI AKHIR KET
1 | Pengumuman 19 April 2015 21 April 2015 3 Hari
2 | Pengambilan dan penerimaan 19 April 2015 25 April 2015 7 Hari

pendaftaran
3 | Seleksi administrast 26 April 2015 29 April 2015 4 Hari
4 | Pengumuman hasil seleksi administrasi 30: April 2015 02 Mei 2015 3 Hari
5 |[Tes tertulis 03 Mei 2015 04 Mei 2015 2 Hari
6 | Pemeriksaan hasil tes tertulis 05 Mei 2015 07 Mei 2015 3 Hari
7 | Pengumuman hasil tes tertulis 08 Mei 2015 09 Mei 2015 2 Hari
8 [ Tes wawancara 10 Mei 2015 12 Mei 2015 3 Hari
9 | Pengumuman kelulusan 13 Mei 2015 14 Mei 2015 2 Hari
10 | Persiapan pelantikan 15 Mei 2015 18 Mei 2015 4 Hari

Pada tanggal 29 April 2015 Komisi*Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

melakukan perubahan terhadap jadwal selesksi administrasi dan waktu tes wawancara

untuk calon anggota panitia pemungutan suara melalui berita acara rapat pleno Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor::010/BA/1V/2015 Tanggal 29 April

tentang revisi jadwal penerimaan dan pelaksanaan calon anggota panitia pemungutan

suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2015. Pengumuman hasil seleksi administrasi di lakukan pada tanggal 11 Mei

2015 tes wawancara di lakukan pada tanggal 14 Mei 2015.
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b Pengumuman

Kelompok kerja pembentukan PPK dan PPS pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 mulai mempersiapkan
format pengumuman dan berkas administrasi untuk seleksi penerimaan calon anggota
PPK se-Kabupaten Rokan Hilir. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan di lakukan
oleh KPU Kabupaten .Rokan. Hilir dengan mengirim sSurat Nomor: 048/KPU-
Kab.004.435259/1VV/2015 Tanggal 18 April perihal pengumuman dan pendaftaran
seleksi calon anggeta PPK di sebarkan dan.di kirimkan ke 15 (lima belas) kecamatan
di Kabupaten Rokan Hilir, serta papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Rokan
Hilir. Pengumuman ini di lakukan 3 hari kalender, di mulai 19 April 2015 dan berakhir
pada tanggal 21 April 2015. Untuk calon anggota PPS, Komisi-Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama dengan pemerintah kelurahan/kepenghuluan
dengan mengrim kan surat Nomor: 049/KPU-Kab.004.435259/I1\V//2015 Tanggal 18
April perihal pengumuman dan pendaftaran calon anggota PPS pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

d. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota-PPK dan PPS

Pengambilan dan penerimaan formulir pendaftaran di lakukan di kantor camat
dan kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir. Sampai dengan batas waktu yang telah di

tetapkan dalam penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPK dan PPS yaitu
tanggal 25 April 2015, berkas yang masuk ke kantor KPU untuk calon anggota PPK
dan PPS di terima sebanyak 56 berkas pendaftaran. Sedangkan dari berkas

pendaftaran yang di kirimkan oleh kantor camat ke KPU berjumlah 143 berkas
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pendaftaran se-Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga jumlah anggota yang mendaftar
berjumlah 199 peserta. Berkas yang di sampaikan oleh kelurahan/kepenghuluan ke
KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk calon anggota PPS yang tersebar di 179
kelurahan atau kepenghuluan.

5) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia
pemungutan suara di lakukan selama 4 hari yang di mulai pada tanggal 26 april 2015

sampai dengan tanggal 29 april 2015. Setelah selesai melaksanakan evaluasi dan
seleksi administrasi Komisi:Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir mengadakan
Rapat Pleno tentang penetapan hasil seleksi administrasi calon anggota PPK yang di
tuangkan ke dalam berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rokan Hilir Nomer : 009/BA/IV/2015 Tanggal 29 april tentang penetapan hasil
seleksi adminitrasi calon anggota penitia pemilihan kecamatan pada penyelenggaraan
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2015. Dengan rincian hasil administrasi sebagai berikut :

- Jumlah pendaftaran calon anggota PPKyang di terima : 199 orang
- Yang di nyatakan lulus adminitrasi : 184 orang
- Yang di nyatakan tidak lulus administrasi : 15 orang

Beberapa hal peserta yang tidak lulus administrasi di karenakan peserta
belum cukup umur/usia dari persyaratan, berpartai politik dan terdaftar sebagai caleg,
sudah pernah dua kali sebagal anggota PPK dan tidak melampirkan suarat

pendaftaran atau surat pernyataan yang lengkap dengan di bubuhi materai.
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Kemudian hasil administrasi ini di umumkan di kantor KPU Kabupaten
Rokan Hilir dan di kirimkan di kantor kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir dengan
surat nomor : 057/KPU-Kab.004.43529/1VV/2015 Tanggal 29 april 2015 perihal
pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota panitia pemilihan kecamatan
pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun

Wakil Kepala Daerah Kabupa ' Rokan | adakan, berikutnya

Komisi Pemiliha ' R gumuman hasil

seleksi administras 1 anggota  panitia g ara. Pengumuman



Tabel Jadwal Seleksi Tertulis Anggota PPK
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NO WAKTU TEMPAT KECAMATAN KET
Hari Minggu Kantor KPU Kec. Bangko
Tanggal 03-05-2015 Kab. Rokan Hilir Kec. Batu Hampar
1 Pukul 10.00 Wib
Hari Minggu Kantor KPU Kec. Bagan Sinembah
Tanggal 03-05-2015 Kab. Rokan Hilir Kec. Simpang Kanan
2 Pukul 14.00 Wib Kec. Pujud
Kec. Tanah putih
Kec. Pekaitan
Hari Senin Kantor. KRU Kec. Pasir Limau Kapas
Tanggal 04-05-2015 Kab."RokanHilr Kec. Sinaboi
3 Pukul 10.00.Wib Kecs TP TJ melawan
Kec. Bangko Pusako
Hari Senin Kantor KPU Kec. Kubu
Tanggal 04-05-2015 Kab. Rokan Hilir Kec. Kubu Babussalam
4 Pukul 14.00Wib Kec. Rantau Kopar

Kec. Rimba melintang

no

w

Materi soal tes tertulis di siapkan oelh tim yang di tentukan dalam rapat internal

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, pelaksanaan tes tertulis di buka

oleh Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir dan secara simbolis menyerahkan lembaran

soal dan jawaban kepada tim kelompokkerja pembentukan panitia pemilihan

kecamatan dan panitia pemungutan suara. Pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPK

yang berlangsung selama 2 (dua) hari berjalan dengan lancar, aman dan tertib.rincian

peserta yang mengikuti pelaksanaan tes tertulis sebagar berikut :

Peserta di nyatakan lulus administrasi dan selanjutnya tes tertulis : 184 orang
Peserta yang mengikuti tes tertulis : 165 orang
4. Peserta yang tidak mengikuti tes tertulis : 19 orang
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Peserta yang tidak mengikuti tes tertulis dikarenakan peserta yang bersangkutan
tidak hadir pada saat pelaksanaan tes tertulis tanpa adanya pemberitahuan kepada
panitia kelompok Kerja tes tertulis calon anggota panitia pemilihan kecamatan.

Tes Wawancara

Pelaksanaan tes/seleksi wawancara calon anggota pemilihan kecamatan di
laksanakan dalam waktu'1 (satu hari), yaitu;
Tabel Jadwal Seleksi Wawancara Calon Aanggota PPK

NO WAKTU TEMPAT KECAMATAN KET
1 Hari Senin Kantor KPW 1 | Kec. Rimba melintang
Tanggal 11-05-2015 Kab. Rokan | Kec TP TJ Melawan
Pukul 09.00 Wib sfd Hilir Kee. Bangko Pusako
12.00 Wib Kec. Bangko
Kec. Pasir Limau Kapas
Kec. Sinaboi

Kec. Pekaitan
Kec. Batu Hampar

2 Hari Senin Kantor KPU | Kec. Bagan sinembah
Tanggal 11-05-2015 Kab. Rokan | Kec. Simpang Kanan
Pukul 14.00 Wib s/d Hilir Kec. Pujud
17.00 Wib Kec. Rantau Kopar
Kec. Kubu

Kec. Kubu Babussalam
Kec. Tanah Putih

Jadwal dan waktu wawancara di bagi ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu jadwal pagi
jam 09.00 s/d 12.00 Wib dan siang jam 14.00 s/d 17.00 Wib. Masing-masing tahap di
bagi menjadi 3 (tiga) ruang,.yaitu ruang A, B, C. Yang masing-masing ruang petugas
wawancara adalah anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir dan petugas administrasi

dari sekretariat.
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7. Pelantikan PPK dan PPS

Melalui lampiran surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor
4. 015/BA/V/2015 Tanggal Mei 2015 tentang penetapan anggota panitia

pemilihan kecamatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2015 dan surat Nomor : 069/KPU-Kab.004.435259/V/2015
tanggal 15

mei 2015 perihal pengumuman kelulusan dan. penetapan anggota panitia
pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2015 di beritahukan kepada‘anggeta PPK dan anggota PPS yang
telah di tetapkan untuk dapat mengikuti acara pelantikan anggota PPK dan anggota
PPS pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir
pada tanggal 18 mei 2015 pukul 09.00 wib.

Pada hari pelantikan di hadiri unsur Forkompimda Kabupaten Rokan Hilir,
anggota KPU Riau, Camat serta Lurah/Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir yang
bertempat di Gor Batu Enam Bagansiapi-api Rokan Hilir. Anggota PPK dan anggota
PPS di lantik oleh Ketua Komisi-Pemilihan Umum' Kabupaten Rokan Hilir Agus
Salim, SP. Acara pelantikan berjalan khidmat, lancar, aman dan tertib.

Menurut Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir pembentukan PPK, PPS,
dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir sangat di perlukan demi lancarnya
pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015
seperti penuturan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 9.40 wib yaitu
Hasan Basri Bidang Divisi Program,Perencanaan dan data berikut :* Dari 15
kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sudah di laksanakan oleh KPUD

Kabupaten Rokan Hilir dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 08 dan mekanisme yang ada guna
untuk terselenggara nya pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 lancar, tertib dan aman” sumber dari rekaman
penelitian 25 juli 2017
Pada kutipan pembicaraan tersebut menunjukkkan bahwa pelaksanaan Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.Rokan Hilir Tahun'2015.dalam pembentukan
PPK, PPS, dan KPPS sudah KPUD laksanakan dengan baik sebagaimana mestinya.
Dan lebih bagusnya lagi pelaksanaan: tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Rokan memberi_masukan materi kepada PPK,PPS, dan KPPS yang di
bentuk oleh kelompok kerja KPUD Kabupaten Rokan Hilir agar pemilihan umum
kedepan nya lebih mantap dan sempurna. Berdasarkan informasi tersebut serta
setelah di lakukan pengumupulan informasi terkait pembentukan PPK, PPS, dan
KPPS maka di dapati adanya fakta bahwa KPUD Kabupaten Rokan Hilir sudah
melaksanakan apa.yang harus menjadi tugas nya dan tahapan pemebentukan
PPK,PPS dan KPPS sudahtdi. lakukan “oleh. ,KPU Kabupaten Rokan Hilir
sebagaimana mestinya..
7. Melaksanakan Sesialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan/Walikota
berkaitan dengan Tugas KPU kepada Masyarakat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Tugas, wewenang
dan kewajiban nya melaksankan sostalisasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

Sosialisasi ini dalam pertemuan tatap muka, spanduk dan baleho, pengumuman di
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laman KPU Kabupaten Rokan Hilir dan media massa, maupun dalam bentuk lainnya.
Adapun kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu :
4. Mengumumkan rekruitmen calon anggota panitia pemilihan kecamatan

(PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) keseluruh kecamatan dan

kelurahan/kepenghuluan se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

5. Melounching mascot dan logo pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

6.

7. Ta
8 n Rokan Hilir,
panitia pemilihan keca hanitia pemungutan st » ok penyelenggara

pemungutan suara dala

9. Petunj

Daerah Kabupaten R

5) Melaksa epa i iti rakat dan instansi
terkait tentang tata cara G : epala Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2015.

syarat dukungan pasangan calo eorang dalam pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 melalui penempelan pengumuman di
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kantor KPU Kabupaten Rokan Hilir, serta memasang iklan pembangunan di
harian posmetro Kabupaten Rokan Hilir.
6. Mengumumkan penerimaan pendaftaran calon pemantau pemilihan melalui
spanduk dan papan pengumuman KPU Kabupaten Rokan Hilir

7. Menerbit kan piagam akreditasi pemantau pemilihan kepada Himpunan dan

kampanye

e

pala Daerah

9. a dan instansi

AN AN

terkait tentang tat
tingkat Desa/Kelur
10. Mengu

putusan Mahkamah

WkANN

bertugas sebagai

N

ukan oleh KPU.

Kabupaten Rokan ‘ q Dahlan Bidang Divisi SDM
dan Parmas menyebut ka . an Umum Daerah Kabupaten Rokan
Hilir sudah melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

yang dimana KPUD Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan tahapan

penyelenggaran dengan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang di lakukan
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olen KPUD sesuai dengan tahapan persiapan dan pelaksaan = sumber rekaman
penelitian 25 juli 2017. Dengan demikian pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berjalan dengan baik karena
KPUD Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan tahapan penyelenggaraan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sehingga kerja KPUD. Kabupaten Rokan
Hilir maksimal dalam proses mensosialisasikan pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten ‘Rokan'Hilir. Tahun 2015. Dan dalam tahapan
ini juga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir menjalan kan
tugas yang sebagaimana mesti nya dalam pemilihan umum Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

2. Memutakhir kan Data Pemilih dan Data Kependudukan yang di Siapkan
dan di Serahkan oleh-Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau
Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Terakhir dan-Menetapkan nya

sebagai Daftar Pemilih Tetap
Pada pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tahun 2015 tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah  Kabupaten Rokan Hilir
melakukan penyelenggaraan pada pemutkhiran data.pemilih. Dalam Undang-Undang
di katakan bahwa penetapan daftar pemilih dilakukan oleh KPUD yang sebagai
lembaga penyelenggara pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir berhak untuk
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara yang berkaitan

dengan penetapan daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih sementara yang menjadi
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unsur dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menjadikan tugas KPUD Kabupaten
Rokan Hilir dalam pasal 5 PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa
salah satu Tugas KPUD untuk mengkoordinasikan tugas penetapan daftar pemilih

kepada penyelenggara pemilihan umum yakni salah satunya. Pemutakhiran yang di

10. Telah

7. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan
8. Tidak sedang dicabut hak pilih nya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap
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c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

di sahkan nya dafatr pemilih sementara yang di buktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwewenang.

Berdasarkan penyampaian tersebut maka penyelenggaraan pada pra
pemungutan suara dalam tahapan penetapan daftar pemilih tetap menjadi sangat
penting di karenakan kemungkinan untuk terjadi nya daftar pemilih ganda atau
penggelembungan. daftar pemilih sangat besar akibat pergerakan manusi. Pada
tahapan penetapan daftar pemilih-dalam' pasal-15,tentang yang di lanjutkan dengan
pasal 16 ayat (2), syarat seorang pemilih ialah :

a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatan nya

b. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap

c. Berdomisi di daerah pemilihan sekurang-kurang nya 6 (enam)bulan sebelum

di sahkanya daftar pemilih sementara yang di buktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

Pada pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 terjadi adanya pemungutan dan penghitungan
suara ulang 2 (dua)TPS yaitu TPS 01 Kepenghuluan Pematang Sikek dan TPS 01
Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir pada.Hari Minggu Tanggal 13 Desember 2015.
Sebab terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang di karenakan lebih dari 1
orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS
tersebut. Dan pelakunya adalah EDI S dan istri nya yang bertempat tinggal di

Kepenghuluan pematang sikek dan terdaftar pada 2 TPS yang berbeda yaitu TPS 01
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Kepenghuluan Pematang Sikek dan Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir. Dalam konteks
ini KPU harus melakukan penyelenggaraan mengkoordinasikan dengan Panwaslu
terkait kerawanan daftar pemilih yang di mungkin adanya penggunaan daftar pemilih
untuk hal yang melanggar Undang-Undang yakni salah satu nya di sebut kan dalam
Undang-Undang tersebut.

Penyelenggaraan dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU
Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun
2015 tidak hanya sekedar penyelenggaraan pasif semata yang hanya bersumber dari
salinan DPT Disdukeapil Kabupaten Rokan Hilir namun juga meminta data soft copy
daftar pemilih tetap kepada PPK Kabupaten Rokan Hilir. Menurut Komisioner
KPUD Kabupaten Rokan Hilir hal demikian tetap dilakukan meski pada tingkat KPU
juga melakukan pencermatan DPT. Dalam rangkaian penetapan daftar pemilih tetap
penyelenggara pemilihan umum memiliki peranan yang sangat melekat. Bagaimana
dapat menhimpun. data penduduk untuk di jadikan data pemilih sebagaimana
peraturan perundang-undangan.: KPUD sebagal-pemeran utama dalam penetapan
daftar pemilih tetap akan melakukan serangkaian penghimpunan daftar pemilih dan
menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan setiap aktifitas
penetapan tersebut. Penyelenggaraan yang di sebut oleh nara sumber KPU pada
tahap pemutkhiran data bukan hanyasekedar tingkat Kabupaten semata. Berdasarkan
informasi terkait pemebentukan penyelenggaraan berjenjang yang dalam ini menitik
beratkan pada panitia pemilihan kecamatan (PPK) maka di dapati adanya fakta
bahwa pembentukan PPK harus tepat waktu atau tidak terlambat yang semestinya

dalam artian mensosialisasikan pendalaman materi tidak di lakukan secara
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keseluruhan ada beberapa Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir melakukan
pemungutan dan penghitungan suara ulang kutipan percakapan yang di lakukan
peneliti pada Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam 10.05 wib vyaitu
Kasmer Dahlan Bidang Divisi SDM dan Parmas menyebutkan” Dengan kejadian
tersebut maka Panwascam Kecamatan Rimba Melintang melakukan pemeriksaan
dan menyampaikan kepada PPK:.PPK..menyampaikan hasil penelitian dan
pemeriksaan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir membahas dan memutuskan hasil
penelitian dan pemeriksaan Panwascam Kecamatan Rimba Melintang dalam Rapat
Pleno KPUD Kabupaten Rokan Hilir. Hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Rokan
Hilir menetapkan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di
TPS 01 kepenghuluan pematang sikek dan TPS 01 Kepenghuluan teluk pulau hilir
KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan keputusan-rapat pleno kepada KPPS
melalui PPK dan PPS untuk di laksanakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan
dan penghitungan suara ulang adalah Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Rokan
Hilir dan peraruran Komisi /Pemilthan” Umum-~Nomor 10 Tahun 2015 tentang
pemungutan dan penghitungan suara pemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Reokan Hilir Tahun 2015, Sumber rekaman penelitian 25 juli
2017. Berdasarkan hal yang demikian maka di dapati fakta Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara
tidak berjalan baik dan semestinya sesuai dengan fenomena . PPK penyelenggaraan
pada tingkat kecamatan sebagai bentuk konkrit dalam penyelenggaraan pemilihan
umum tingkat kecamatan, secara otomatis dapat mengetahui kondisi Rill warga

masyarakat yang melakukan pelanggaran tetapkan
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daftar pemilih tetap dan pemilih sementara sebagaimana yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
salinan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada KPUD
Kabupaten Rokan Hilir sekiranya dapat di katakan bukan lah sumber di pedomani
dengan sepenuhnya namun juga dengan PPK. Penyelenggaraan di lakukan oleh
KPUD Kabupaten+ Rokan "Hilir harus.pedoman juga yang. di salin dengan
penyelenggara lain sementara menjadi tugas KPUD untuk menyelengarakan
pemilihan Umum Kepala Dagrah dan'Wakil-Kepala Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2015.

5. Menetapkan dan Mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur, Bupati/\Walikota
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan

pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir
menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, dari informasi yang di dapati pada Komisi
Pemilihan Umum ada Kecamatan:yang terlapa (lalai) yaitu Kecamatan Kubu lupa
memasukkan sampul yang berisi Formulir DA-KWK beserta lampirannya. Rapat
pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan telah mulai di
laksanakan oleh sebagian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejak tanggal 10
Desember 2015, yang sehari sebelum-nya sudah dimulai dengan pemberitahuan
kepada seluruh peserta rapat, yaitu Panwas Pemilihan Kecamatan, saksi pasangan
calon tingkat kecamatan dan panitia pemungutan suara (PPS) se-Kecamatan.

Adapaun alokasi waktu pelaksanaan nya adalah tanggal 10 s/d 16 Desember 2015.
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Rapat rekapitulasi ini di laksanakan dengan 2 (dua) tahap. Pertama, rekapitulasi

hasil penghitungan suara dari selurun TPS dalam 1 (satu) wilayah
kepenghuluan/kelurahan (Formulir Model DAA-KWK). Kedua, rapat rekapitulasi
hasil penghitungan suara dari seluruh kepenghuluan/kelurahan dalam wilayah
kecamatan (Formulir Model DA-KWK).

Berikut Waktu Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi® Hasil Penghitungan Suara

Tingkat Kecamatan':

No. PPK/Kecamatan Tanggal Pelaksanan
1 Bagan siapiapi 13 Desember 2015
2 Bangko 12 Desember 2015
3 Bangko Pusako 11 Desember 2015
4 Batu Hampar 11 Desember 2015
5 Kubu 11 Desember 2015
6 Kubu Babussalam 12 Desember 2015
7 Pasir Limau Kapas 12 Desember 2015
8 Pekaitan 12 Desember 2015
9 Pujud 13 Desember 2015
10 | Rantau Kopar 11 Desember 2015
11 | Rimba Melintang 13 Desember 2015
12 | Simpang Kanan 11 Desember 2015
13 | Sinaboi 10 Desember 2015
14 | Tanah Putih 12 Desember 2015
15 | Tanah Putih Tanjung Melawan 10 Desember 2015

Kejadian khusus pada rekapitulasi

hasil penghitungan suara akhirnya atas
kesepakatan peserta rapat pleno, maka pembacaan rekapitulasi oleh PPK Kubu di
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pending. Pada malam harinya barulah atas kesepakatan peserta rapat pleno juga,
PPK Kubu membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Arsip Formulir
Model DA1-KWK yang ada pada PPK Kubu, serta di sinkronisasi kan dengan
berkas yang ada pada saksi dan panwas pemilihan. Dalam kondisi ini Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir harus antisipasi dengan Formulir Model
DA1-KWK sebab bisa terjadi penggelembungan suara. Berdasarkan data yang di
himpun dalam tahapan ini penyelenggaraan terkait menetapkan dan
mengumumkan rekapitulasi: hasil: penghitungan suara tingkat TPS kelalaian dari
peneyelenggaran tingkat Kecamatan. Jadi KPUD sebelum masuk pada tahap
pengumuman memeriksa terlebih dahulu dengan Formulir Model DA1-KWK
tersebut demi kelancaran Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yang tertib dan-aman.Menurut data yang di
dapati melalui' wawancara dengan Komisioner KPUD Kabupaten Rokan Hilir jam
10.05 wib yaitu Kasmer Dahlan Divisi SDM dan Parmas mengatakan “bahwa
Dari kelalaian Panitia Pemilihan Kecamatan-tersebut, KPUD Kabupaten Rokan
Hilir minta bahwa Formulir DA-KWK beserta lampirannya jangan ada
kecurangan atau penggelembungan suara ketika pengumuman penetapan
rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tahun 2015 apabila hal tersebut terjadi maka KPUD Kabupaten
Rokan Hilir mengadakan rapat koordinasi dengan PPK se-Kabupaten Rokan
Hilir terkait pelanggaran rekapitulasi hasil penghitungan suara perKPU Nomor

11 Tahun 2015 tentang rakapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan
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hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015 ”.sumber

rekaman penelitian 25 juli 2017.

Dari pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan daerah
Kabupaten Rokan Hilir menindak lanjut soal kealpaan yang di lakukan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan Kubu dalam penyelenggaraanspemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2015. masih wawancara .dengan Kemisioner KPUD
Kabupaten Rokan Hilir jam 10.05 wib yaitu Kasmer Dahlan Divisi SDM dan Parmas
menyebutkan “ mengingat.\kealpaan yang di"lakuken oleh panitia pemilihan
kecamatan kubu kami anggota KPU memendingkan pembacaan rekapitulasi hasil
oleh PPK Kubu atas kesepakatan seluruh peserta rapat pleno dan pengumuman
penetapan rekapitulasi tersebut dapat di jalan kan sesuai amanah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 pasal 10 ayat (3) serta petunjuk perKPU
No. 11 tahun 2015. Pengumuman.tersebut sehari sesudah pentepan yakni pada
tanggal 18 desember 2015 sumber rekaman penelitian 25 juli 2017. Adanya
kekurangan yang di lakukan oleh'-PPK:, Kubu,  petaksananaan. tugas KPUD pada
proses tahapan menetapkan dan mengmumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
menjadi tidak baik sebagaimana mestinya.

1. Analisa Perbandingan/Temuan

Pada proses tahapan pertama, merencanakan program, anggaran dan
jadwal pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 menujuk kan
bahwa KPUD Kabupaten Rokan Hilir sudah menjalankan tugas penyelenggaraan
dengan baik. Selanjutnya pada tahapan kedua, membentuk PPK, PPS dan KPPS

dalam wilayah kerja Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pemilihan
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Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 di nilai hasilnya baik karena
KPU Kabupaten Rokan Hilir sudah membentuk PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan tahapan pembentukan nya 19 april 2015 s/d 18
mei 2015. Selanjut pada tahapan ketiga, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dan dengan berkaitan
dengan KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat. KPUD Kabupaten Rokan Hilir
sudah melaksanakan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang di bentuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangandan-di ‘nHai~hasil baik. Selanjut nya pada tahapan
keempat, memutakhirkan data pemilih dan data kependudukan yang di siapkan dan di
serahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan pemilihan Kepala Daerah Tahun
2015 terakhir dan-menetapkan nya sebagai daftar pemilih tetap. Pada tahapan proses
pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan -pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 merupakan sebuah proses dimana KPU
mengidentifikasikan masyarakat apa kah benar-benar pemiih tetap atau pemilih
sementara yang di rujuk oleh Dinas, kependudukan 'dan catatan sipil yang di mana di
sini KPU menjalankan tugas menyelenggarakan pada proses memutakhir kan data
pemilih berdasarkan kependudukan apakah masyarakat tersebut dapat di golongkan
sebagai pemilih atau bukan dan atau pemilih sementara. Pada posisi ini sesuai dengan
pembahasan KPU tidak menjalankan-tugas.dengan baik yang terbukti adanya terjadi
pemungutan dan penghitungan suara ulang di 2 (dua) TPS. Selanjutnya kelima,
dalam tahapan menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 menunjuk kan bahwa

KPUD Kabupaten Rokan Hilir di nilai hasil tidak baik karena
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ada Panitia Pemilihan Kecamatan yang terlapa dalam penetapan dan pengumuman
rekapitulasi hasil penghitungan suara lupa memasukkan Formulir Model DA-KWK
beserta lampirannya.

2. Tindakan Korektif

Berdasarkan teori yang di gunakan peneliti yakni mengemukakan kriteria
rekomendasi kebijakan am N. Dunn dengan me alat ukur atau standar

"KPUD Kabupaten
Rokan Hilir s KPU kurang

maksimal sebaga or 15 Tahun

e\ 2 Y

2011 yakni be ’
1. < g ecamatan Kubu
ak tidak lancar, tertib,
: n Umum Daerah
Kabupaten Rokan
2 PPK) yaitu Kecamatan rimba

melintang dalam mela tugas penyelenggaraan di tingkat
kecamatan sehingga berdampak tidak efektif tugas Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 215.
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3. Peraturan perundang-undangan yang diatur guna melindungi KPU
terhadap tugas dan fungsi demi kepentingan lembaga penyelengara
pemilihan umum.
B. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dalam menjalan tugas pra pemungutan dan

penghitungan suara di nilai hasilnya tidak baik tapi beberapa proses tahapan lainnya
terlaksana dengan kategori penilian. Tugas.yang di jalankan dengan kategori baik
sesuai dengan standar sama dengan fakta serta ketetapan sasaran dari tugas yang
berdampak baik berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa ada
kekurangan. kualitas kerja KPUD Kabupaten Rokan Hilir berada pada rentan cukup
baik untuk beberapa indikator. Penilaian yang tepat pada sasaran yaitu pada item
penilaian 1, 2, 3 dan kurang baik bagi indikator 4, 5. Dari kedua indikator yang
belum tepat sasaran tersebut di dapati beberapa kendala yang menjadikan Komisi
Pemilihan Umum" Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal dalam
menjalankan tugasnya. Kealapaan yang 'menjadi ketimpangan antar penyelenggara
pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2015 kurang maksimalnya pelaksanaan tugas penyelengaraan.
Fungsi penyelenggaraan yang.di lakukan KPUD Kabupaten Rokan Hilir dalam
menyelenggarakan 15 Kecamatan bukan hanya tugas bagi Komisioner KPU saja
namun ada penyelenggara pemilihan umum tingkat bawahannya yang menjalan kan
fungsi penyelenggaraan tingkat rendah. Bagai mana para penyelenggara dapat

melakukan penyelenggaraan pada pra pemungutan dan penghitungan suara jika
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panitia pemilihan kecamatan melakukan keterlapaan dalam menyelenggara kan
pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan kepada Komisioner KPUD
Kabupaten Rokan Hilir yang di lakukannya ialah penguatan kapasitas, berdasarkan
pengamatan peneliti meski terjadi keterlapaan (lalai) KPUD Kabupaten Rokan Hilir
masih terlihat upaya peningkatan penyelenggaraan dengan melakukan kerja sama
dengan organisasi tertentu dan lembaga pendidikan. Hal ini adalah sebuah langkah
yang perlu di berikan apresiasi-ketika faktanya‘menuntut KPUD Kabupaten Rokan
Hilir dalam menjalankan tugas nya dengan maksimal sedangkan standarnya belum
memungkin kan KPUD Kabupaten Rokan Hilir untuk menjalankan tugas dengan
maksimal. Tugas penyelengoaraan yang di lakukan oleh KPUD Kabupaten Rokan
Hilir bukan hanya pada konteks agenda pemilihan umum tingkat atas semata
namun juga pada tingkat bawah.

HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Komisi Pemilihan Umum ,Daerah Kabupaten', Rokan Hilir menghadapi
hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 yakni;
1. Penyelesaian terkait pelanggaran pemungutan.dan penghitungan suara
ulang sebab adanya masyarakat yang menggunakan hak pilih lebih dari 1(satu)
kali pada 2 TPS.
2. Penyelesaian terkait pelanggaran rekapitulasi hasil penghitungan suara
sebab adanya Kelalaian dari Panitia Pemilihan Kecamatan Ilupa

memasukkan sampul yang berisi Formulir DA-KWK beserta lampirannya.
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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis yang peneliti lakukan mengenai

Evaluasi Pelakasanaan. Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam

Kesi
Kabu
memiliki s
asli daerah. K
legalitas pe

kepemimpinar

V tentang pembahasan maka dapat kan oleh peneliti bahwasanya;
1. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir
menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2015 dalam

mensukseskan pemungutan dan penghitungan suara.
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2. Komisi  Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir

menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2015 dalam

mensukseskan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Umum proses

an yang di lakuks 'j ‘- ata endiri bagaimana
penyelenggara ormasi yang di
sembunyik

B.

e,
melakukan berbagai 13 ‘
memberikan saran yakni:

1. Berdasarkan perbandingan antara standar dan fakta setiap fase pelaksanaan
tugas dapat berjalan namun belum berorientasi terhadap hasil sedianya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir pada tugas kedepannya

dapat menjalankan fungsi sekaligus berorientasi pada hasil.
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2. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat

mempertegas kembali setiap terusan penindakkan pelanggaran terhadap

atel
o

T2
[
&
- |
o
g
g
el




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

DAFTAR KEPUSTAKAAN

9. Rahman H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta, Graha limu.

Awang, Azam, 2002. Riak Politik Legislatif Riau, Bahana Pers.

ndonesia, Jakarta.

Sirao Credentia Center.

Ndraha, 2007. Kybernologi Sebuah Scentific Movement. Tanggerang Banten,
Sirao Credentia Center.

Nurcholis, Hanif, 2005. Pemerintah Dan Otonomi Daerah. Jakarta, Grasindo.

Rusental. 2007. llmu Pemerintahan Edisi Revisi. Bandung, Cv. Mandar Maju.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Suharizal, Pemilukada Regulasi Dinamika dan Konsep Mendatang, Padang
Rajawali pers

Syafiie Inu Kencana Drs. 2003. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Bandung Cv.

Syfiie,
Syafiie,

Syarifin

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246;

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015.



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005

Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan

Pemilihan



	fadli..pdf (p.1-7)
	bab1(2).pdf (p.8-120)



